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BI'PATI TA A TON.A"'A,

Menimbang a. bahwa sehubungan dengan bencana alam
Hidrometeorologi berupa tanah longsor dan gerakan
tanah yang tedadi kembali melalda beberapa wilayah
di Kabupaten Tana Toraja, telal ditetapkan
Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 45 / 1I / Tahun
2026 tet\talg Penetapan Perpanjangan Ketiga Status
Tanggap Darurat Penangarlarl Bencana Alam
Hidrometeorologi di Kabupaten Tana Toraja;
ba.hwa dalam rangka mengantisipasi dampak
bencana yang lebih meluas, perlu dilalukan upaya-
upaya penangaaan darurat terkait dengan situasi
saat ini sehingga mampu menghilangkan atau
meminimalisir dampak bencaaa, maka diperlukan
penambahan / perpanjangan periode operasi tanggap
darurat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dalr huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati Tara Toraja tentang
Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat
Penanganar Bencana Alam Hidrometeorologi di
Kabupaten Tana Torqia;
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Mengingat 1. Undang-Undang ,Nomor 24 Tahun Tahun 2007
tentang Penariggulangan :

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 ter'tal]lg
Pemedntahan Daera-h sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengal Undang-Undang
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Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahur, 2022
tentang Cipta Keda menjadi Undarg-Undarg;

4. Undang-Undalg Nomor 147 Tahun 2Ol4 telfta1l.g
kabupaten TaIa Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Penetapal dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimala telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem
Komando Penanganan Darurat Bencana;

9. Peraturan Badan Nasiona.l Penanggulangan Bencana
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan
Dana Siap Pakai;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dai Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4
Tahurr 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentalg Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;

1 1. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 25 Tahun 2O23
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Ttrgas darr
Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangal
Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan Perpanjangal Keempat Status Tanggap
Darurat Penanganan Bencana Alam Hidrometeorologi di
Kabupaten Tana Toraja.
Penetapal Perpaljangan Keempat Status Tanggap Darurat
Penanganan Bencana Alam Hidrometeorologi sebagaimana
dimaksud Dildum KESATU adalah dalam rangka
penanganan tanggap darurat bencana alam
hidrometeorologi di Kabupaten TaIa Torqja berlangsung
selama 3 (Tiga) bulan, terhitung mulai tanggal 01 Mei
sampai dengan 31 Juli 2O26.

Menetapkan

KESATU
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Keputusan ini dapat diperpanjang/diperpendek dart
mengubah skala status darurat bencana sesuai dengart
respon kebutuhan pelaksaiaan penanganan darurat
bencana alarn hidrometeorologi dilapangan,
Segala Biaya yarlg timbul sehubungan dengan
ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tana Toraja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan, Anggaran Pendapatan dan
Belalja Negara dar sumber pembiayaar lainnya yang sal:
dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuar Peraturan
Perundalg-Undalgan.
Keputusal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 2, ApnL e{rab
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TORA'A,

ZAD TOUBEG

Tembusan kepada Yth:
1. Kepala BNPB-Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubemur Sulawesi Selatan di Mal<assar;
3. Kepala BPBD Propinsi Strlawesi Selatan di Makassar;
4. Wakil Bupati Tara Toraja di Makale;
5. Ketua DPRD Kabupaten Tana ?oraja di Ma}ale;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Mal<a.le;
7. Kepala BPBD Kabupaten Tana Toraja di Makale.
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